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1 Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1/Drt/Tahun

1951 (Lembaran Negara 1951 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 81), hanya ada satu hikum acara pidana yang berlaku untuk scluruh
Indonesia yaitu R.1.B. dan H.L.R. Akan tetapi R.1.B. dan H.LR. belum dapat
memberikan jaminan dan  perlindungan terhadap hak asasi manusia
scbagaimana wajarnya dilakukan oleh suatu negara hukum seperti
Indoncsia, yang dengan tegas menycbutkan dalam Pembukaan Undang-
undang Dasar 1945 bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum
(rechts staat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machts staat).

Hal itu berarti Republik Indonesia adalah negara hukum yang
demokratis berdasarkan Paneasila dan Undang-undang Dasar 1945, yang
menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin warga negara
bersamaan kedudukannya dalam hukum (Lamintang, 1984:8).

Hak asasi manusia, berkaitan erat dengan pengertian negara hukum
yang sering disebut dengan “rule of law . Negara hukum (rule of law)
menurut konsep dewasa ini, mempunyai sendi-sendi yang bersifat universal,
seperti: pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia serta
legalitas dalam arti tindakan aparatur negara dapat dipertanggungjawabkan
seeara hukum dan terjaminnya peradilan yang bebas.

Konsep negara hukum (rule of law) beserla sendi-sendinya
sebagaimana tersebut di atas, membawa konsekuensi adanya keharusan
untuk mencerminkan sendi-sendi tersebut dalam berbagai bidang hukum,
khususnya hukum acara pidana. Pencerminan sendi-sendi tersebut dalam
bidang hukum aeara pidana, menimbulkan penciptaan asas-asas yang
merupakan dasar bagi hukum acara pidana yang bersangkutan, terlepas dari
sistem hukum yang dianut apakah sistem “civil law” yang dianut oleh,
negara-negara Eropa Kontinental atau sistem “common law” yang dianut
oleh negara-negara Anglo Saxon maupun sistem hukum lainnya yang
digunakan oleh negara tertentu. Asas-asas tersebut pada dasarnya bersifat
universal dan selalu dikaitkan dengan sendi utama yaitu jaminan dan
perlindungan terhadap hak-hak asasi. _

Mengenai hak-hak asasi itu sendiri, dalam pemberian interpretasi
atau maknanya selalu diletakkan dalam kerangka pandangan hidup dan
budaya serta cita-cita hukum dari bangsa dan negara yang bersangkutan,
Bagi bangsa Indonesia, hak asasi manusia disebut “hak dan kewajiban
warga negara” di mana telah tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945
yang bersumber pada Pancasila.

Berdasarkal
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undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 bahwa:

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk menjamin tcnip dan
tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna mewujudkan
keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan da.lam
negeri. Tersclenggaranya fungsi pertahanan keamanan negara, dan tereapainya

tujuan nasional dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Meskipun demikian, tidak tertutup kemungkinan untul.c tidak
menutup mata dari kenyataan, bahwa dalam praktik masih tferdapat tindakan
penangkapan, penahanan, yang dilakukan menyimpang dar.i peraturan yang
berlaku, bahkan tecrjadi ekses-ekses pemukulan, penyiksaan terhadap
tersangka yang belum dibuktikan kesalahannya. Contoh kasus seperti
penembakan dijalan tol atas nama Zainuddin Lesmana, di mana tersangka
ditangkap, ditahan, dan meninggal di penjara akibat penyiksaan; kasus Udin
yang meninggal akibat penyiksaan; kasus Sengkon dan Karta yang menjadi
tahanan dalam penjara, padahal yang melakukan orang lain; kasus
kerusuhan 27 Juli 1996, di mana tersangka diperiksa sampai berjamjam
yang mengakibatkan kelelahan dan akhirnya ia mengaku.

Dalam kasus di atas, tersangka diperlakukan hanya sebagai obyek
pemeriksa yang belum tentu bersalah. Kejadian-kejadian di atas sangat
bertentangan dengan aturan-aturan yang ada dalam peraturan perundang-
undangan, khususnya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, telebih-
lebih di Negara Indonesia yang berdasarkan atas hukum (rechts staat),
bukan berdasar atas kekuasaan belaka (machts staat) (Penjelasan UUD
1945). '

Gambaran kedudukan dan hak-hak tersangka dalam peristiwa di atas
menimbulkan masalah, apakah disebabkan sistem pemeriksaan yang dianut
oleh KUHAP vyang memungkinkannya, atau karena mentalitas
personalianya? Padahal dalam UUD 1945 Pasal 27 Ayat (1), dengan tegas
dinyatakan “kesamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan
pemerintahan, serta berkewajiban untuk menjunjung tinggi hukum dan
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 ini, diimplementasikan lebih lanjut
dalam Pasal 8 UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 8 UU Nomor 14 Tahun 1970 ini
terkandung suatu asas yang harus dijadikan pedoman dalam Hukum Acara
Pidana di Indonesia, yaitu “ Asas praduga tak bersalah” (presumption of
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objck kedudukan yang Icbih tinggi dalam suatu pen?f:nksaan yang
dilakukan secara tertutup (Mocljatno, 1978: tanpa halama‘n) . o

Menurut Sarjana lain, S.Tasrif, bahwa “Qalgn sisterm I'r]l(qull(')n"
tersangka dianggap sebagai objek yang harus diperiksa. Pemen ssian ini
berupa pendengaran, keterangan-keterangan tersangka tentang aklrmy'a.
Biasanya, pemeriksa sudah apriori terhadap tersangkg untuk”meng ll'l saja
kesalahannya, kadang-kadang melakukan penganiayaan (Moeljatno,
1978: 40). ) -

Akhirnya T. Made Suela mengemukakan l?ahwa pfzmenksaan den gan
sistem Inquisitoir adalah pemeriksaan yang bermfgt raha§1 3, ha] mana berarti
bahwa orang luar tidak diperkenankan menge‘tahul apa is1 berita acara yang
bersangkutan. Tersangka dianggap sebagai objek semata-mata oleh petugas-
petugas yang mempunyai tugas penyidik, dan tersangka belum dapat
menggunakan haknya sebagaimana mestinya” (Prakoso, 1980: 5?).

Setelah diketengahkan beberapa pendapat dari para sarjana hukum
mengenai pengertian sistem inquisitoir, maka Joko Prak.oso memberikan
pokok-pokok pikiran tentang sistem inquisitoir sebagai berikut:

1. Kedudukan tersangka sangat lemah dan tidak menguntungkan, karena tersangka
dianggap sebagai barang atau objek yang harus diperiksa.

2. Bersifat rahasia dan tertutup yang dilakukan oleh polisi atau Jaksa.

3. Peranan pembela/ penasehat hukum tidak ada karena tersangka belum boleh
menghubungi atau meminta bantuan dari pembela.

4. Peranan pemeriksa yaitu polisi dan jaksa bersifat aktif sedangkan tersangka
bersifat pasif (Prakoso, 1980: 59).

L.J. Van Apeldoorn mengemukakan pandangannya tentang sistem
accusatoir sebagai berikut:

“sifat Accusatoir dari acara pidana ialah prinsip bahwa dalam acara pidana,
pendakwa (penuntut umum) dan terdakwa berhadapan sebagai pihak yang sama
haknya, yang melakukan pertarungan hukum (Rechts Strijd) di muka hakim yang
tidak berpihak. Dalam acara Accusatoir ini terdapat tiga subjek acara yaitu: orang
yang mendakwa, terdakwa, dan Hakim (Apeldorn, 1980: 350).

R. Wirjono Prodjodikoro mantan Ketua Mahkamah Agun Indonesia
mengemukakan pandangannya sebagai berikut:

1170 . ‘.
Slster{1 Accusatoir (arti kata menuduh) menganggap seorang tersangka, yaitu pihak
yang didakwa sebagai suatu suby

: va - ek berhadapan dengan lain pihak yang mendakwa
yaitu kepolisian atau kejaksaan sedemikian Tupa, sehingga kedua belah pihak
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Republik ludonesia Nomor 28 Tahun 1997 menyebutkan fungsi kepolisian
adalah salab satu fungsi pemerintah negara di bidang penegak hukum,
perlindungan dan pelayanan masyarakat, serta pembimbing masy.arakat
dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbma}nya
ketentraman masyarakat guna terwujudnya keamanan dan ketertiban
masyarakat, . _

Sebagai suatu perundang-undangan yang inovatif, KUHAP .telah
memberikan periindungan hak asasi tersangka dalam prosis pellmyld?kan,
tetapi kenyataannya tetap saja terjadi tindakan ‘.‘kekerasan dari pe_].abillt
judisial maupun ekstra judisial seperti yang menimpa dalam k.asus. Tjetje
Tadjudin, Marsinah, Pius Lustrilang, Haryanto Taslam, Andi Arf, dan
kasus-kasus lainnya di Indonesia. '

Menanggapi terjadinya kasus-kasus kekerasan di atas., banyak
tanggapan yang berbeda-beda, salah satu pandangan dlanltaranya
berpendapat “‘terjadinya tindakan kekerasan” (violence) dan “;?eny1ksaan”
(torture) dalam proses penyidikan disebabkan oleh sistem pemeriksaan yang
memungkinkannya. Pandangan ini berkaitan dengan sistem pemertksaan
inquisitoir dan accusatoir yang dianut semasa periode kejayaan H.LR. yang
merupakan produk warisan pemerintah kolonial.

Sistem inquisitoir merupakan bentuk proses penyelesaian perkara
pidana yang semula berkembang di daratan Eropah sejak abab ke-13 sampai
dengan awal pertengahan abab ke-19. Proses penyelesaian perkara pidana
dengan sistem inquisitoir pada masa itu dimulai dengan adanya inisiatif
penyidik atas kehendak sendiri untuk menyelidiki kejahatan.

Cara penyidikan dan pemeriksaan dilakukan secara rahasia, tindakan
awal yang dilakukan penyidik ialah meneliti apakah suatu kejahatan telah
dilakukan, kemudian melakukan Kklasifikasi pelakunya. Apabila tersangka
vang diduga melakukan kejahatan telah diketahui dan berhasil ditangkap,
maka penyidik mengambil tindakan memeriksa tersangka. Dalam tahap ini
tersangka ditempatkan terasing dan tidak diperbolehkan berhubungan
dengan pihak lain termasuk keluarganya.

Kepada tersangka tidak diberitahukan dengan jelas isi tuduhan dan
jenis kejahatan yang dilakukan serta bukti yang memberatkan tersangka.
Satu-satunya tujuan pemeriksaan pada masa itu adalah untuk memperoleh
pengakuan dari tersangka, yang seringkali ditempuh melalui eara
- penyiksaan. Setelah perkaranya dilimpahkan ke pengadilan maka
pengadilan akan memeriksa perkara tersangka atas dasar hasil pemeriksaan
sebagaimana tereantum dalam berkas perkara itu saja, Walaupun pada masa
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Tahap selanjutnya dalam proses pemeriksaan di sidang pcngadilfm,
dilandaskan pada sistem accusatoir, Tahap ini dinwali dengan penyampdian
berkas perkara kepada “public prosecutor”, yang ukan menentukan apakih
perkara akan  diteruskan  kepengadilan  atau tidak. Apabila  perkara
diteruskan, maka peradilan dilakukan secara terbuka dan kedua belah pithak
(jaksa dan lersangka) memperoleh hak dan kesempatan yang sama untuk
saling mengajukan argumentasi.

Dalam persidangan ini semua bukti yang telah dikumpulkan dari
hasil pemeriksaan pendahuluan, akan diuji kembali kebcnara.nnya ol.ch
scorang atau lebih hakim propesional khusus untuk keperluan itu. Ha'klm
tidak hanya aktif mengajukan pertanyaan-pertanyaan, melainkan juga
herwenang dan diharuskan mengembangkan semua pcnnasalahan yang
relevan dengan isi surat tuduhan. Jika dianggap perlu, ia flapat
mendengarkan dan memperhatikan bukti yang tidak secara formal diajukan
olch para pihak (Jaksa dan Tertuduh) (Atmasasmita, 1983: 61-62).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sejak pertengahan abab
ke-19 didaratan Eropah telah dianut sistem campuran (the mixed type) dan
sistem inquisitoir mumi sudah tidak dianut. Sistem peradilan pidana di
Indonesia dapat dilihat dari semasa berlakunya H.LR. (Staatsblad 1941
Nomor 49) secbagai produk peraturan perundang-undangan masa Hindia
Belanda dan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Kitab Undang-undang hukum Acara Pidana sebagai produk
nasional.

Pada masa periode kejayaan H.LR. (Staatstblad 1941 Nomor 4) di
negara Indonesia, banyak pendapat dari para sarjana yang menyatakan
bahwa H.LR menganut sistem inquisitoir, Sistem ini selalu dipertimbangkan
dengan sistem accusatoir.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa di Indonesia yang
masih menggunakan H.LR. dalam melakukan pemeriksaan, masih memakai
sistem Inquisitoir yang menganggap bahwa tersangka sebagai suatu barang,
suatu obyek yang harus diperiksa ujutnya berhubungan dengan adanya suatu
pendakwaan (Prodjodikoro, 1967: 16). Selama perkara masih dalam tingkat
pemeriksaan pendahuluan pada umumnya kepentingan tersangka kurang
diperhatikan, misalnya tersangka dipanggil ke kantor, ditahan, barangnya di
beslah. Dalam hal ini tersangka mengalami beberapa kesulitan karena pada
pemeriksaan pendahuluan menggunakan sistem inquisitoir.

Berbeda dengan sistem accusatoir yang menganggap tersangka
scbagai suatu subyck berhadap-hadapan dengan lain pihak yang mendakwa
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tersebut merupakan tujuan utama, Schaliknya dalam M.LR. tujuan utama

adalah mencapai ketertiban dan kepastian hukun. . ' "
Perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang dianut ole

Undang-undang Nomor 8 Tahun 198] akan terlihat dengan jelas dari 10

(scpuluh) asas yang tereantum dalam undang-undang }ersebut, yaitu:
1. Perlindungan yang sama atas diri sctiap orang di muka hukum dengan

tidak membedakan perlakuan, .
2. Penangkapan, pcnahanan, penggeledahan, dan pen){ltaan hanya dlapa't
dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh penjabat yang diberi
wewenang olch undang-undang dan hanya dalam hal dan ecara yang

diatur dengan undang-undang.
3. Sctiap orang yang disangka, dit
dihadapkan di muka sidang pengadi

4. Kepada seseorang yang ditangkap, ditahan,
tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena

kckeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, wajib diberi
ganti kerugian dan rehabilitasi sejak pada tingkal penyidikan dan para
pejabat pencgak hukum yang dengan sengaja atau kelalaiannya
menyebabkan asas hukum tersebut ditangan, dituntut dipidana dan atau
dikenakan hukuman administrasi.

5. Peradilan yang harus dilakukan dengan tepat, sederhana, dan biaya
ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak, harus diterapkan seecara
konsekwen dalam seluruh tingkat peradilan. |

6. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan
memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk
melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya.

7. Kepada seorang tersangka sejak saat dilakukan penangkapan dan atau
penahanan selain wajib diberitahukan dakwaan dan dasar peraturan apa
yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk
hak untuk menghubungi dan meminta bantuan penasehat hukum,

8. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa.

9, Sidang pemecriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali
dalam hal yang diatur dalam undang-undang.

10. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana
dilakukan oleh ketua pengadilan yang bersangkutan,

Apabila kita teliti kesepuluh asas yang termuat di dalam Kitab

Undang-undang Hukum Acara Pidana Indonesia, sembilan di antaranya

demi kepentingan hak asasi tersangka/tertuduh, sedangkan satu asas

angkap, ditahan, dituntut, dan atau

lan wajib dianggap tidak bersalah.
dituntut, ataupun diadili
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diperuntukkan bagi pelaksanaan putusan pidana terutama pengawasan bagi
terpidana  dilembaga pemasyarakatan, Perlindungan  atas kepentingan
“hukum dan pemerintahan” scbagai tujuan kedua dibentuknya Undang-
undang Hukum Acara Pidana itu tidak tersirat atau terkandung dalam
kesepuluh asas dimaksud, Balkan kita dapat mengatakan kesepuluh asas inj
lebih merupakan pembatasan terhadap sikap dan tindakan aparat penegak
hukum. Dari keadaan scbagaimana diuraikan tadi, jelas bahwa Undang-
undang Hukum Acara Pidana tampaknya masih dihadapkan kepada suatu
dilema, yakni melindungi, kepentingan hak asasi tersangka/tertuduh di satu
pihak, atau melindung; kepentingan “hukum dan pemerintahan” di lain
pihak.

Dalam menghadapi dilema ini, ternyata Undang-
Acara Pidana memberikan “penilaian”
perlindungan hak asasi tersangka/tertuduh, dan mengurangi penilaian yang
seharusnya diberikan kepada kepentingan perlindungan atas “hukum dan
pemerintah”. Sistem yang dianut dalam Kitab Undang-undang Hukum
Acara Pidana adalah sistem eampuran yaitu bahwa dalam pemeriksaan
permulaan dipakai sistem inquisitoir yang lunak artinya, bahwa selama
pemeriksaan oleh penyidik; tersangka boleh didampingi penasehat hukum
yang mengikuti jalannya pemeriksaan secara pasif yakni penasehat hukum
diperkenankan melihat dan mendengar pemeriksaan berlangsung. Pada
pemeriksaan di muka hakim (dalam persidangan) dianut sistem accusatoir
terbatas, di mana tersangka/terdakwa mempunyai hak yang sama nilainya
dengan penuntut umum, sedangkan hakim berada di atas kedua belah pihak
untuk menyelesaikan perkara pidana antara mereka menurut peraturan

hukum pidana yang berlaku dengan pengecualian dalam perkara politik
(subversi) berlaku sistem inquisitoir.

undang Hukum
yang lebih tinggi pada kepentingan

Y. PENUTUP

Berlakunya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana semestinya membawa perubahan
dalam pemikiran dan pandangan tentang kedudukan tersangka dalam proses
penyidikan. Perubahan tersebut juga diikuti dalam bertindak dan bersikap
dari aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan undang-undang
dimaksud. Dalam teknis operasionalnya faktor-faktor yang menimbulkan
tindakan intimidasi dalam proses penyidikan lebih banyak disebabkan oleh
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' angan yang
faktor individu aparat pelaksana, bukan karena perangkat perundangan yang

memungkinkannya. . .
Sistem peradilan di Indonesia scbenarnya tclah menganut sistcm

: 12 dan mulai
campuran antara inquisitoir lunak dengan accusatoit terbatas

i ikan
ingealkan si ang pada hakikatnya kurang memperhat1 |
meninggalkan sistem lama yang p dikar. Di samping ita

kedudukan dan hak-hak tersangka dalam proses penyl
sistem peradilan pidana Indoncsia lcbih menitik beratkan  kepada

crlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Persoalannyz.a
Eclrmlll:gilangsampai kapaﬁ para pelaksana penegalf hukum mampu membenah?
dan merubah cara berpikir, bersikap, dan bemr_ldak, sehlpgga antar.a tec?rl
dengan paktik dapat berjalan scbagaimz_ma mestinya sesual dengfm CIta-.Cltal.
negara hukum Republik Indonesia. Inilah pe_rsoalan yang ma§1h menjgdl
kendala bagi pelaksanaan penyidikan dalam sw_tem .peradllan 'dl Indonesia,
karcna hal itu berkeitan dengan mental atau kepribadian manusia.
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